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Abstract

This research, which is meant as a contribution to state financial control, focusing on the opinion of Indonesian Legislative Assembly members regarding state auditors independence (State Audit Board) viewed from micro perspective.  Here are two research questions (a)Do legislative members perceive that state auditors have independence attitude; (b)What factors are influencing the opinion of legislative members regarding state auditors independence.

The researcher surveyed 70 legislative members from various faction, commission, education level, gender, and age by personally administered questionnaire technique.  Respondents are determined by stratified sampling and convenience sampling method.  Data are measured by Likert (ordinal) scale point 5.  First hypothesis testing analyze whether legislative members perceive that state auditors are independence performed by mean testing method.  While variables which are presumed influencing legislative members opinion are education level, age, gender, and political party (faction) origin (faction).  To test whether these four variables by individual influence respondent opinion significantly, the researcher use one way Anova method.

The result shows legislative members perceive that state auditors weren’t independence. Except gender variable, the researcher found significant different opinion between respondents group classified by education level, age group, and political party origin.  In general, respondents group having degree of S3, elder than 60 year, and coming from Reformasi Faction have a more critical opinion compared to other groups.
Keywords : state auditor independence.  
A.  Pendahuluan

Sejak pertengahan dasawarsa sembilan puluhan muncul paradigma baru pemerintahan di berbagai negara. Pergeseran paradigma kepemerintahan di berbagai negara menuju ke arah good governance dan penciptaan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, dan berkeadilan telah membuka kesadaran agar pemerintah senantiasa tanggap terhadap dinamika lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, transparan, dan berakuntabilitas.

Di Indonesia, tuntutan untuk melakukan pembaharuan sektor publik mengemuka seiring dengan bergulirnya tuntutan reformasi di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu masalah krusial yang sangat menghambat terciptanya good governance adalah korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.  

Berbagai faktor dituding sebagai penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia.  Salah satu diantaranya bersumber dari lemahnya pengawasan keuangan negara.  Pengawasan tersebut dilakukan antara lain melalui pemeriksaan/audit oleh suatu institusi independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) merupakan lembaga tinggi negara yang memegang amanat konstitusi untuk memeriksa tanggung-jawab pengelolaan keuangan negara sesuai pasal 23 ayat 5 UUD 1945.  BEPEKA sebagai lembaga tertinggi dalam fungsi pemeriksaan keuangan negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa tanggung-jawab pemerintah atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan APBN yang telah disetujui oleh DPR (pasal 2 Undang-undang No. 5/1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).  Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan semester.  Hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh DPR sebagai alat pengawasan pengelolaan keuangan negara.

Meskipun hubungan kerja antara pemerintah, BPK, dan DPR telah diatur secara jelas dalam peraturan perundangan, namun pada praktiknya independensi BPK banyak disorot oleh masyarakat.  Sebagian masyarakat menilai kinerja dan peran BPK belum optimal dan bahkan ada juga yang menyatakan bahwa BPK juga ikut bertanggungjawab atas merebaknya praktik korupsi di Indonesia.

Independensi auditor menjadi isu penting bagi profesi auditor, baik auditor independen sektor privat (akuntan publik) maupun auditor independen sektor publik (auditor negara).  Studi ini dirancang untuk mengkaji isu tentang pendapat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengenai independensi auditor negara (BPK).  Konteks penelitian ini adalah bagaimana seharusnya tanggung-jawab auditor negara menurut pendapat para anggota DPR-RI.  
Ada dua pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui riset ini:

a. Apakah anggota-anggota DPR berpendapat bahwa auditor negara (BPK) bersikap independen?  Independensi dalam penelitian ini dikaji dari perspektif mikro.

b.  Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK)?  

Studi tentang pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara ini diharapkan bermanfaat bagi BPK dan pihak-pihak lain yang terkait untuk menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan independensi auditor negara pada khususnya, dan meningkatkan kinerja institusi BPK pada umumnya.

B.  Kajian Literatur dan Pengajuan Hipotesis

1.  Independensi Auditor

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor independen berhubungan langsung dengan mutu pemeriksaan dan salah satu aspek kendali mutu adalah independensi, selain obyektivitas, keahlian, dan integritas moral.  Independensi merupakan sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.  Auditor yang independen adalah auditor yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung kepada pihak lain.  Independensi merupakan landasan kerja dan sikap mental yang sangat penting bagi profesi auditor independen, termasuk BPK.  Dalam memenuhi tanggungjawabnya, auditor tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain dan condong kepada pihak tertentu.  Auditor harus menjaga sikap independen.

Keharusan auditor independen (akuntan publik) untuk memiliki sikap mental independen diatur dalam Standar Audit seksi 220.  Standar umum kedua yang mengatur persyaratan pribadi auditor mensyaratkan agar dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.  Auditor tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, karena seberapapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang.  Bahkan, kepercayaan masyarakat juga dapat menurun disebabkan oleh keadaan yang oleh mereka yang berfikiran sehat (reasonable)  dianggap dapat mempengaruhi sikap independen.  Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur.  Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari tiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan kliennya.  Auditor independen tidak hanya wajib mempertahankan sikap mental  independen,  tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan sikap independensinya.  Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen.  

Di sektor publik, auditor pemerintah bekerja berdasarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP).  Standar Audit Pemerintahan merupakan pedoman bagi para auditor intern dan ekstern pemerintah guna tercapainya standar mutu pelaksanaan dan pelaporan yang memadai atas pengurusan dan pengelolaan keuangan negara.   Standar umum kedua dari SAP (1995) menyatakan bahwa:

Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi/lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik, harus independen (secara organisatoris maupun secara pribadi), bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya (eksternal) yang dapat mempengaruhi independensinya serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen.

Standar Audit Pemerintahan mewajibkan auditor pemerintah untuk menjaga independensi secara organisatoris maupun independensi secara pribadi.  Auditor wajib memiliki sikap mental independen (independensi dalam kenyataan) dan menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia independen (independensi dalam penampilan).

Isu tentang independensi mulai menarik perhatian para peneliti sejak pertengahan tahun tujuhpuluhan.  Di sektor publik, independensi auditor pemerintah di berbagai negara juga mendapat sorotan sebagaimana dilaporkan oleh Harvey (1975), White (1979), Kropatkin & Foresster (1983), Snodgrass (1983), Chandler (1984), Brown (1985), Malan (1985), dan Newton (1986).  Studi empiris yang dilakukan oleh Harvey (1975) di Amerika Serikat misalnya, menunjukkan bahwa 17% responden mempersepsikan adanya penurunan independensi auditor pemerintah federal.  Di Indonesia, Putri (1999) meneliti apakah auditor yang berada dalam lingkungan BPK-RI memiliki persepsi yang sama tentang independensi.  Analisis dengan uji Friedman menghasilkan temuan bahwa auditor negara yang berada di lingkungan BPK-RI memiliki persepsi yang berbeda tentang independensi.  Responden memberikan peringkat yang berbeda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi independensi.  Namun peneliti tidak menjelaskan apakah analisisnya dilakukan dengan mengklasifikasi responden ke dalam beberapa kelompok dan jika ada, apa yang dipakai sebagai dasar kategorisasi tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka untuk menjawab pertanyaan “apakah anggota DPR memiliki pandangan bahwa auditor negara bersikap independen”, peneliti merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H01=  Anggota-anggota DPR-RI berpendapat bahwa auditor negara (BPK) tidak independen

Ha1=  Anggota-anggota DPR-RI berpendapat bahwa auditor negara (BPK) bersikap independen

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapat Anggota-anggota DPR tentang Independensi Auditor Negara (BPK)

Pandangan seseorang terhadap sesuatu obyek dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor dalam diri subyek yang memberikan penilaian (faktor personal), faktor dalam obyek, dan faktor situasional.  Faktor personal meliputi  values yang ada pada subyek tersebut, motif, kepentingan, pengalaman,  pengharapan, dan karakteristik (demografis, kepribadian & sosial) subyek.  Faktor dalam obyek merupakan karakteristik yang melekat pada obyek.  Faktor situasi meliputi waktu, keadaan tempat kejadian, dan latar belakang sosial.

Pada riset ini, untuk menjawab pertanyaan “faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK)”, peneliti akan menguji pengaruh faktor tingkat pendidikan, usia, gender, dan asal partai politik.

H02= Faktor tingkat pendidikan tidak mempengaruhi secara signifikan  pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK).

Ha2= Faktor tingkat pendidikan mempengaruhi secara signifikan  pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK).

H03= Faktor usia tidak mempengaruhi secara signifikan  pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK).

Ha3= Faktor usia mempengaruhi secara signifikan  pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK).

H04= Faktor gender tidak mempengaruhi secara signifikan  pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK).

Ha4= Faktor gender mempengaruhi secara signifikan  pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK).

H05= Faktor asal partai politik tidak mempengaruhi secara signifikan  pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK).

Ha5= Faktor asal faktor politik mempengaruhi secara signifikan  pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara (BPK).

C.  Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.  Desain penelitian merupakan cetak biru bagi pengumpulan, pengukuran, dan penganalisisan data (Cooper & Schlinders, 1998).

Desain penelitian dapat dilihat dari berbagai perspektif.  Tabel 3.1 menyajikan garis-garis besar desain penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan Desain Penelitian

	Perspektif
	Desain Penelitian

	Tingkat perumusan masalah
	Studi formal dengan struktur yang terkristalisasi

	Metoda pengumpulan data
	Survey

	Kemampuan peneliti untuk mengendalikan variable
	Ex post facto

	Tujuan penelitian
	Studi kausal

	Dimensi waktu
	Cross section

	Ruang lingkup topik
	Studi statistic


2.  Penyampelan

Unit penelitian dalam studi ini adalah anggota DPR-RI.  Populasi dalam penelitian ini beranggotakan semua anggota DPR-RI sebanyak 500 orang yang dapat dikelompokkan ke dalam 9 komisi dan berasal dari 10 fraksi.  Peneliti memilih sampel dengan mengkombinasikan metoda  stratified sampling dan convenience sampling. Tabel 3.2 menyajikan distribusi responden berdasarkan fraksi.

Tabel 2. Distribusi Responden berdasarkan Fraksi

	Fraksi
	Jumlah responden yang mengisi angket secara lengkap
	% thdp seluruh responden yang mengisi angket scr lengkap
	% jumlah anggota fraksi thdp seluruh anggota DPR

	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
	20
	28,6
	30,6

	Golongan Karya
	23
	32,9
	24

	Partai Persatuan Pembangunan
	5
	7,1
	11,6

	Partai Kebangkitan Bangsa
	5
	7,1
	10,2

	Reformasi
	5
	7,1
	8,2

	TNI/POLRI
	6
	8,6
	7,6

	Partai Bulan Bintang
	3
	4,3
	2,6

	Kesatuan Kebangsaan Indonesia
	3
	4,3
	2,4

	Partai Daulatul Ummah
	-
	-
	1,8

	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
	-
	-
	1

	
	70
	100
	100


Sumber: data primer

3. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan .yakni penelusuran dasar-dasar teoritis dan hasil penelitian terdahulu tentang independensi auditor negara dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pendapat anggota DPR tentang independensi auditor negara.  Data primer dikumpulkan melalui survei.  Karena lokasi (kantor) responden yang terhimpun di satu tempat, maka peneliti menyampaikan angket secara langsung dan selanjutnya responden mengisi sendiri angket tersebut (personally administered questionnaire).

4. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengukuran Variabel

Instrumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data, khususnya data primer.  Data primer dihimpun dari penelitian lapangan, yakni data yang berasal dari responden yang dikumpulkan melalui kuesioner.  Kuesioner terdiri dari dua bagian pertanyaan.  Bagian pertama (A) berisi sejumlah pertanyaan tentang identitas responden.  Bagian kedua (B) memuat sejumlah pernyataan tentang independensi auditor negara.   Data diukur dengan teknik skala Likert poin 5, nilai skala yang digunakan adalah skala ordinal. Pernyataan-pernyataan tersebut dikembangkan dari atribut-atribut independensi auditor yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu dan dipilih atribut-atribut yang paling relevan dengan kondisi auditor sektor publik di Indonesia.  

5. Teknik Pengujian Hipotesis

Dalam suatu survei, keabsahan hasil penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dikumpulkan melalui survei tersebut.  Kualitas data sangat dipengaruhi oleh kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan, faktor situasional, kualitas pengukur, dan kualitas alat ukur (instrumen penelitian /angket).  Faktor kesungguhan reponden dan situasional berada di luar jangkauan peneliti, sehingga sulit untuk diukur.  Criterion related validity mencerminkan keberhasilan ukuran-ukuran yang dipakai untuk prediksi atau estimasi.  Sedangkan validitas konstruk berusaha untuk mengidentifikasi konstruk-konstruk yang diukur dan menentukan sejauhmana kuesioner mewakili konstruk-konstruk tersebut.  Ada berbagai metoda yang dapat dipakai untuk menguji validitas konstruk.  Pada penelitian ini, peneliti menguji validitas konstruk dengan alat analisis yang sering dipakai oleh peneliti ilmu sosial yakni korelasi product moment.

6.  Metode Analisis Data

Untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, peneliti memakai alat uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov dengan alasan uji Kolmogorov-Smirnov merupakan alat yang cocok untuk menguji distribusi data yang berskala ordinal.  Kriteria pengujian satu sampel Kolmogorov-Smirnov menggunakan pengujian dua sisi yakni dengan membandingkan alpha pada tingkat signifikasi tertentu dan probabilitas (p-value).  Apabila probabilitas lebih besar dari alpha (α = 1-tingkat signifikansi) maka data terdistribusi secara normal, apabila probabilitas kurang dari atau sama dengan alpha (α) maka data tidak terdistribusi secara normal.  Pada penelitian ini dipakai tingkat signifikansi 99% atau alpha 0,01 untuk menguji normalitas data.  Sedangkan uji homogenitas varian dilakukan dengan menggunakan uji Levene. 

Ada lima hipotesis yang hendak diuji pada penelitian ini.  Pengujian hipotesis 1 (H01) dilakukan untuk menganalisis apakah responden berpendapat bahwa auditor negara (BPK) independen atau tidak independen.  Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti memakai alat analisis uji mean.  Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut:

a. Menghitung rerata riil (X) yakni jumlah skor jawaban dibagi dengan jumlah responden.

b. Menghitung rerata harapan (µ).  Karena independensi adalah masalah esensial bagi profesi akuntan publik, maka untuk dapat dikatakan ‘independen’ skor yang dicapai harus cukup tinggi, yaitu dengan skor rerata per butir ≥ 4.  Oleh karena ada 10 butir pernyataan dalam kuesioner dan ditetapkan skor rerata per butir minimal adalah 4 untuk dapat dikatakan bahwa responden berpendapat auditor negara bersikap independen, maka rerata harapan (µ) adalah sebesar 10 x 4 = 40.  Ini dengan asumsi semua butir pertanyaan (pada kuesioner bagian B) lolos uji validitas sehingga tidak ada butir pertanyaan yang digugurkan.  

c. Membandingkan rerata riil dengan rerata harapan.  Jika rerata riil lebih besar daripada rerata harapan, maka diperoleh indikasi awal bahwa responden berpendapat auditor negara independen.  Namun indikasi tersebut perlu dibuktikan secara statistik.  Untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rerata riil dengan rerata harapan, maka dilakukan uji Z observasi dalam distribusi normal sebagai berikut:

1. Memformulasikan hipotesis:

H0 = skor rerata riil  < 40

H1 = skor rerata riil  ≥ 40

2. Menentukan tingkat signifikansi (α).  Pada penelitian ini dipakai tingkat signifikansi sebesar 0,05.

3. Menentukan kriteria pengujian, dalam penelitian ini digunakan uji satu sisi kanan.

Jika Zhitung < Ztabel, maka simpulkan H0. 

Jika Zhitung ≥ Ztabel, maka simpulkan Ha.

4. Menghitung nilai Zhitung dan membandingkannya dengan Ztabel.  Apabila Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka berarti skor rerata riil berbeda signifikan secara statistik dengan skor rerata harapan.


Keterangan:

X  = rerata riil

µ = rerata harapan

SD = standar deviasi

n  = jumlah sampel

Rumusan masalah kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat responden mengenai independensi auditor negara.  Pada penelitian ini, ada empat variabel yang diduga mempengaruhi pendapat responden yakni variabel tingkat pendidikan, usia, gender, dan asal partai politik.  Sesuai dengan rumusan masalah, pengaruh masing-masing variabel akan diuji secara parsial, sehingga ada empat hipotesis yang akan diuji untuk menjawab rumusan masalah kedua.  Pengujian hipotesis 2 (H02) dilakukan untuk menganalisis apakah variabel tingkat pendidikan mempengaruhi secara signifikan pendapat responden.  Melalui pengujian hipotesis ini, peneliti ingin mengkomparasikan apakah ada perbedaan pendapat tentang independensi di antara responden menurut tingkat pendidikan responden.  Jika kedua asumsi di atas terpenuhi, maka untuk menguji hipotesis komparatif ini, dimana sampelnya dikelompokkan menjadi  4 jenjang (sampel) dan kelompok sampelnya bersifat independen satu dengan yang lainnya, maka peneliti menguji H02 dengan alat analisis One Way Anova.
Hipotesis 3 mengenai signifikansi pengaruh variabel usia terhadap pendapat responden.  Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan usia responden ke dalam 4 kelompok.  Oleh karena hipotesis yang diuji merupakan hipotesis komparatif dan ada 4 kelompok sampel yang saling independen antar kelompok, maka peneliti juga memakai alat analisis One Way Anova untuk membuktikan apakah ada perbedaan pendapat mengenai independensi auditor menurut kelompok usia responden.

Hipotesis 4 mengenai signifikansi pengaruh variabel gender terhadap pendapat responden.  Melalui pengujian hipotesis ini, peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan pendapat tentang independensi auditor negara antara responden pria dengan responden wanita.  Peneliti memakai alat statistik parametrik berupa One Way ANOVA  untuk menguji hipotesis tersebut.

 Hipotesis 5 mengenai signifikansi pengaruh variabel asal partai politik terhadap pendapat responden.  Melalui pengujian hipotesis ini, peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan pendapat tentang independensi auditor negara antar responden yang diklasifikasikan menurut asal partai politik (fraksi).  Pada penelitian ini, responden dipilih dari 8 fraksi (kelompok sampel) yang ada di DPR.    Oleh sebab itu, peneliti memakai alat statistik One Way Anova untuk menguji hipotesis tersebut.

D.  Analisis Data  dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Responden
Ada 70 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, namun 3 diantaranya digugurkan dari analisis, karena datanya tidak lengkap.  Informasi mengenai karakteristik demografis responden diperoleh melalui kuesioner bagian A.  Dari 70 responden, 61 orang merupakan responden pria (87%), sedangkan responden perempuan berjumlah 9 orang atau 13%.  Data yang dikutip dari Sekretariat Jenderal DPR-RI menyebutkan ada 455 orang atau 91% anggota DPR pria dan 45 orang atau 9% anggota perempuan.  Rerata usia responden 53 tahun, dengan usia termuda 34 tahun dan usia tertua 73 tahun.  Responden berasal dari 8 fraksi yang ada di DPR-RI.  Dua fraksi yang mempunyai anggota kurang dari 10 orang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.  

Pendidikan responden bervariasi.  Responden yang berpendidikan S3 ada 25,7%, jenjang magister 22,9%, sarjana S1 sebanyak 38,6% dan sisanya sebanyak 12,9% berpendidikan lain-lain.  Responden yang berpartisipasi pada penelitian ini secara umum berasal dari anggota DPR yang berpendidikan lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan anggota DPR pada umumnya.  

Sebagian besar (78,6%) responden menjadi anggota DPR sejak tahun 1999, namun ada juga 10% responden yang telah berkarir di DPR selama 10 tahun.  Empat responden (5,7%) merupakan muka baru di DPR, mereka baru sekitar setahun menjadi anggota DPR.

2.  Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dalam konteks ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner mewakili konstruk (validitas konstruk) independensi auditor negara dan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor negara.  Valid tidaknya suatu butir pertanyaan dicerminkan oleh angka koefisien korelasi (koreksian).  Untuk konstruk independensi ada 10 butir pernyataan yang diuji.  Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan piranti lunak SPSS ver 10 diperoleh hasil uji validitas konstruk independensi auditor negara (data dari angket bagian B) sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil uji validitas konstruk independensi auditor negara

	Butir ke
	Butir pertanyaan
	Koefisien korelasi koreksian

	1
	Auditor memiliki sikap mental independent
	0,7648

	2
	Auditor memiliki integritas
	0,7113

	3
	Auditor memiliki idealisme
	0,5735

	4
	Melaksanakan audit untuk kepentingan masyarakat
	0,6110

	5
	Auditor memahami tanggung-jawab hokum
	0,3838

	6
	Auditor memahami tanggung-jawab professional
	0,5537

	7
	Memiliki kecakapan teknik auditing dan akuntansi 
	0,4613

	8
	Tidak memberikan jasa selain jasa audit
	0,0000

	9
	Tidak menerima keuntungan ekonomi selain audit fee
	0,4959

	10
	Menerima audit fee yang cukup
	0,1118


Sumber: data primer

Berdasarkan hasil tersebut, semua butir berkorelasi positif, namun ada 2 butir yang tidak sahih karena angka koefisien korelasinya kurang dari 0,20 yakni butir ke-8 dan ke-10.  Kedua pertanyaan selanjutnya digugurkan dan peneliti mengulang uji validitas terhadap 8 butir lainnya yang lulus uji validitas putaran pertama.  Hasil uji validitas putaran kedua menunjukkan tidak ada masalah validitas pada 8 butir pertanyaan yang diuji pada putaran kedua karena semua butir berkorelasi positif dan koefisien korelasinya lebih besar dari 0,20.  Oleh sebab itu, uji reliabilitas dilakukan hanya pada 8 butir yang sahih ini.

Uji reliabilitas dicerminkan oleh suatu koefisien yakni koefisien Cronbach Alpha.  Hasil pengolahan data dengan menggunakan piranti lunak SPSS versi 10 menunjukkan koefisien alpha sebesar 0,8440.  Angka tersebut lebih besar dari batas minimal yang ditetapkan untuk penelitian ini yaitu sebesar 0,70.  Oleh karena itu, pengukuran dimensi-dimensi independensi auditor negara ini dapat dinyatakan andal secara statistik. 

3. Pengujian Hipotesis

Metoda statistik parametrik yang dipakai untuk menguji hipotesis mensyaratkan dipenuhinya asumsi.  Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian hipotesis, peneliti akan menguji apakah asumsi normalitas data  terpenuhi atau tidak.  

Uji normalitas data memakai teknik uji Kolmogorov-Smirnov.  Hasil pengolahan data untuk konstruk independensi dengan piranti lunak SPSS versi 10 menunjukkan probabilitas sebesar 0,553 yang berarti pada tingkat signifikansi 99% (atau alpha 0,01), probabilitas tersebut lebih besar dari alpha.  Oleh karena itu, kesimpulannya adalah menerima hipotesis nol yakni data terdistribusi secara normal.  

Uji homogenitas varian dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi oleh Anova adalah varian dari sampel-sampel yang akan diuji bersifat homogen.  Pada penelitian ini, peneliti memakai uji Levene untuk menguji homogenitas varian.  Hasil pengujian dengan SPSS menunjukkan probabilitas sebesar 0,038.  Pada derajat signifikansi 99%, karena probabilitas (0,038) lebih besar dari alpha (0,01), maka hipotesis nol diterima, atau sampel-sampel yang diuji mempunyai varian yang homogen. 

Pengujian Hipotesis 1

 Untuk menjawab rumusan masalah tentang apakah anggota DPR berpendapat bahwa auditor negara bersikap independen, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H01 = Anggota-anggota DPR berpendapat bahwa auditor negara (BPK) tidak independen

Ha1 = Anggota-anggota DPR berpendapat bahwa auditor negara (BPK) bersikap independen

1. Menyusun hipotesis:

H0 = skor rerata riil < skor rerata harapan 32 atau µ < 32

H1 = skor rerata riil < skor rerata harapan 32 atau µ ≥ 32

2. Menentukan kriteria pengujian:

Jika Zhitung < Ztabel, maka simpulkan H0 atau Zhitung < +1,96

Jika Zhitung > Ztabel, maka simpulkan H1 atau Zhitung ≥+1,96

3. Menghitung Zhitung:



29,41 - 32
       -2,59

Zhitung =


= 
      = -4,41



4,915/√70
      0,587

4. Kesimpulan: karena Z hitung (-3,136) lebih kecil dari Z tabel (+1,96), maka simpulkan H0.  Dengan demikian, pada tingkat signifikansi 95%, responden anggota DPR berpendapat bahwa auditor negara (BPK) tidak independen.

Hasil pengujian secara statistik mendukung sinyalemen awal bahwa auditor negara (BPK) dipandang tidak independen.  Menurut salah seorang responden, belum independennya BPK disebabkan antara lain karena mekanisme kerja antara BPK dengan DPR tidak secara tegas mengatur bagaimana tindak-lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan BPK ke DPR tiap semester.  Ketidakjelasan follow-up  hasil pemeriksaan BPK diduga melemahkan motivasi BPK untuk berkinerja secara optimal.  Sebagai contoh, untuk temuan-temuan yang menjadi bidang garap Komisi VIII, temuan BPK yang ditindaklanjuti kurang dari 10%.  DPR hanya memerankan fungsi pengawasan secara politis.  Selain itu, sense of urgency para anggota DPR masih lemah, apalagi anggota yang berada di luar komisi IX.

Hasil pemeriksaan BPK dijadikan acuan oleh DPR, namun seringkali ada masalah tentang kemutakhiran informasi (temuan) BPK.  DPR juga meminta kejelasan kepada Departemen Keuangan dan Departemen teknis terkait, berapa temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti dan berapa yang tidak ditindaklanjuti.  Mulai tahun 2002, laporan BPK disampaikan ke masing-masing komisi.

Pengujian Hipotesis 2,3,4,dan 5

Pengujian hipotesis pada bagian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapat anggota-anggota DPR.  Pada penelitian ini akan diselidiki apakah faktor tingkat pendidikan, usia, gender, dan asal partai politik mempengaruhi secara signifikan pendapat responden.

Untuk keperluan penyelidikan tersebut, peneliti akan memakai alat statistik One Way Anova untuk menyelidiki perbedaan pendapat antar kelompok responden.  Logikanya adalah jika ada perbedaan signifikan antar kelompok responden yang diklasifikasikan berdasar faktor (variabel) tertentu, maka berarti faktor tersebut mempengaruhi secara signifikan pendapat responden. 

Hipotesis kedua menyelidiki signifikansi pengaruh variabel tingkat pendidikan terhadap pendapat anggota-anggota DPR mengenai independensi auditor negara.   Uji homogenitas varian dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi oleh Anova adalah varian dari sampel-sampel yang akan diuji bersifat homogen.  Pada penelitian ini, peneliti memakai uji Levene untuk menguji homogenitas varian.  Hasil pengujian dengan SPSS menunjukkan probabilitas sebesar 0,610.  Pada derajat signifikansi 95%, karena probabilitas (0,610) lebih besar dari alpha (0,05), maka hipotesis nol diterima, atau sampel-sampel yang diuji mempunyai varian yang identik (homogen).

Selanjutnya, signifikansi pengaruh akan dilihat dari perbandingan antara probabilitas (p-value) dengan alpha.  Pada pengujian hipotesis ini dipakai alpha 5%.  Dari hasil pengujian statistik dengan bantuan piranti lunak SPSS terlihat bahwa F hitung sebesar 3,036 dengan probabilitas 0,035.  Karena probabilitas (0,035) lebih kecil dari alpha (0,05), maka hipotesis alternatif diterima.  Dengan demikian, dapat disimpulkan adanya perbedaan pendapat yang signifikan antar responden yang dikelompokkan menurut jenjang pendidikan.  Untuk mengetahui kelompok-kelompok yang berbeda pendapat secara signifikan tersebut, peneliti memanfaatkan Tukey test dan Bonferroni test.  Kedua hasil tes tersebut menunjukkan perbedaan signifikan tersebut terjadi antara responden yang berpendidikan S2 dengan S3.  Ketika dielaborasi lebih lanjut, responden yang berpendidikan S3 pada umumnya berpendapat lebih kritis terhadap faktor-faktor yang berisiko mempengaruhi independensi auditor.  Kelompok responden ini berpendapat bahwa faktor-faktor pengaruh pemerintah dalam urusan non teknis pemeriksaan, gangguan pribadi, dan gangguan eksternal lebih berisiko mempengaruhi independensi dibandingkan kelompok responden yang berpendidikan S2.  Temuan tersebut dielaborasi dengan cara membuat tabulasi silang antara independensi dengan tingkat pendidikan responden.  Pada pemrosesan dengan metode tabulasi silang ini nampak bahwa skor jawaban kelompok responden yang berpendidikan S3 cenderung lebih besar dibandingkan kelompok responden yang berpendidikan S2.  Hal itu dapat diartikan bahwa kelompok responden S3 berpendapat bahwa ke-11 aspek faktor cenderung mempengaruhi  independensi, karena skor jawaban akan diberi nilai lebih tinggi untuk jawaban sangat berpengaruh (skor 5) dibandingkan berpengaruh (skor 4) dan seterusnya.

Hipotesis ketiga menyelidiki signifikansi pengaruh faktor usia terhadap pendapat responden tentang independensi auditor negara.  Hasil pengujian homogenitas varian dengan uji Levene menunjukkan probabilitas sebesar 0,658.  Hasil tersebut mengarah pada kesimpulan hipotesis nol yakni varian antar kelompok umur bersifat homogen.

Tahap selanjutnya akan dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan pada mean antar kelompok umur.  Hasil pengujian Anova menunjukkan nilai F hitung sebesar 3,869 pada probabilitas sebesar 0,013.  Karena probabilitas (0,013) lebih kecil dari alpha (0,05), maka kesimpulannya adalah menerima hipotesis alternatif.  Hasil ini menyediakan bukti empiris mengenai adanya perbedaan yang signifikan pada pendapat responden yang diklasifikasikan menurut kelompok umur.  Perbedaan signifikan tersebut terjadi antara kelompok umur 51 hingga 60 tahun dengan kelompok responden yang berumur di atas 60 tahun, sebagaimana dapat dibaca dari hasil post hoc test.  Hasil tabulasi silang (crosstabs) menginformasikan bahwa jawaban kelompok responden yang berumur lebih dari 60 tahun cenderung mengelompok pada skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan jawaban kelompok responden yang berusia antara 51 hingga 60 tahun.  Dengan demikian kelompok responden yang berusia lebih dari 60 tahun justru berpendapat bahwa faktor pengaruh pemerintah dalam urusan non teknis pemeriksaan, gangguan pribadi, dan gangguan eksternal lebih berisiko mempengaruhi independensi. 

Hipotesis keempat mengenai pengaruh faktor gender terhadap pendapat responden.  Uji Levene menunjukkan probabilitas sebesar 0,580 yang berarti varian-varian sampel  tidak heterogen.  Sedangkan uji Anova menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,237 pada tingkat probabilitas sebesar 0,628.  Karena probabilitas (0,628) lebih besar dari alpha (0,05), maka hipotesis nol tidak dapat ditolak.  Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapat responden pria dengan wanita.  Tidak signifikannya perbedaan pendapat antara responden pria dengan perempuan mungkin juga disebabkan karena jumlah data responden perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan responden pria.

Hipotesis kelima menjawab pertanyaan apakah variabel asal partai politik berpengaruh signifkan pada pendapat responden.  Pengujian homogenitas varian dengan uji Levene menghasilkan probabilitas sebesar 0,354.  Karena probabilitas (0,354) lebih besar dari alpha (0,05), maka kesimpulannya adalah menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa varian sampel homogen.

Signifikansi pengaruh variabel asal partai politik dapat dilihat dari nilai F hitung pada probabilitas sebesar 0,012.  Karena probabilitas (0,012) lebih kecil dari alpha (0,05), maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa faktor asal partai politik berpengaruh signifikan pada pendapat responden tentang independensi, dapat diterima.  Untuk mengidentifikasi fraksi-fraksi mana yang pendapatnya berbeda secara signifikan, maka dilakukan post hoc test dengan alat uji Tukey dan Benferroni.  Perbedaan signifikan terjadi pada responden yang berasal dari Fraksi Reformasi dengan responden dari Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar.  Ketika dielaborasi lebih lanjut, semua responden dari Fraksi Reformasi memberikan jawaban yang memiliki skor tinggi dibandingkan responden dari Fraksi PDIP dan Golkar.  Adapun jawaban dari para responden dari Fraksi PDIP cenderung mengelompok pada skor rendah.  Dengan demikian, responden dari Fraksi Reformasi semuanya berpendapat bahwa faktor pengaruh pemerintah dalam urusan non teknis pemeriksaan, gangguan pribadi, dan gangguan eksternal lebih berisiko mempengaruhi independensi dibandingkan koleganya yang berasal dari Fraksi PDIP dan Golkar.  Fenomena ini mungkin disebabkan oleh salah satu karakteristik Fraksi Reformasi yang mengedepankan isu-isu moral dan posisi Fraksi Reformasi sebagai “oposisi” yang berseberangan dengan Fraksi PDIP dan Golkar yang pernah menjadi penguasa.

E.  Kesimpulan

Penelitian ini telah menyelidiki isu tentang independensi auditor negara (BPK) dari perspektif mikro.  Berdasarkan survei terhadap 70 anggota DPR dari berbagai kelompok umur, fraksi, gender, tingkat pendidikan, dan komisi dapat disimpulkan bahwa menurut hasil uji mean, anggota-anggota DPR berpendapat bahwa auditor negara (BPK) dipandang tidak independen.  Belum independennya BPK lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dibandingkan faktor-faktor internal.  

Selanjutnya, peneliti menyelidiki variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi pendapat responden tentang independensi auditor negara.  Kecuali variabel gender, peneliti menemukan adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara kelompok responden yang dikategorikan menurut tingkat pendidikan, kelompok umur, dan asal fraksi.  Responden yang berpendidikan S3 pada umumnya berpendapat lebih kritis terhadap faktor-faktor yang berisiko mempengaruhi independensi auditor.  Sejalan dengan hasil tersebut, kelompok responden yang berusia lebih dari 60 tahun berpendapat bahwa faktor pengaruh pemerintah dalam urusan non teknis pemeriksaan, gangguan pribadi, dan gangguan eksternal lebih berisiko mempengaruhi independensi dibandingkan dengan kelompok umur di bawahnya.  Dilihat dari asal fraksi, responden-responden dari Fraksi Reformasi berbeda pendapatnya secara significan dengan responden-responden dari Fraksi PDIP dan Golkar.
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